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ABSTRAK

Dalam upaya penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang
tergolong extraordinary crime, Penyidik sering menggunakan metode penyadapan
sebagai langkah luar biasa untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang kompleks.
Namun, penggunaan penyadapan dalam konteks hukum pidana memunculkan
perdebatan seputar kedudukan, keabsahan, dan potensi pelanggaran HAM.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan disparitas dalam
penerapan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK, Kejaksaan, dan Polri
dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis
empiris serta data hasil penelitian kasus tindak pidana korupsi di Dirtipidkor
Bareskrim Polri dan wawancara dengan Penyidik Dirtipidkor Bareskrim Polri,
Komisioner Komnas HAM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa KPK, dengan kewenangan luas dan prosedur cepat, seringkali
lebih efektif dalam menggunakan penyadapan dibandingkan dengan Polri dan
Kejaksaan yang menghadapi hambatan birokrasi. Disparitas dalam penerapan
penyadapan menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga,
modemisasi teknologi, dan prosedur guna mengurangi kesenjangan tersebut dan
meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, dan penerapan
penyadapan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki potensi
untuk melanggar HAM dalam bentuk pelanggaran privasi, penyalahgunaan
wewenang, diskriminasi dan penyadapan selektif, pelaporan dan penyalahgunaan
mformasi, serta ketidakpastian hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah
pentingnya harmonisasi peraturan, koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan
teknologi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi melalui penyadapan,
serta perlu ada pengawasan ketat, prosedur yang jelas, dan kepatuhan terhadap
hukum yang berfaku untuk memastikan bahwa hak privasi dan hak-hak lainnya
tetap dihormati agar penyadapan dapat tercegah dari potensi pelanggaran HAM.
Apabila terdapat penyalahgunaan wewenang dalam penerapan penyadapan oleh
Aparat Penegak Hukum, merupakan pelanggaran kode etik yang dapat dilaporkan
sesual mekanisme yang diatur dalam masing-masing lembaga, serta dapat diajukan
upaya hukum pra peradilan ke pengadilan negeri terkait.

Kata Kunci: Disparitas, Penyadapan, Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Korupsi.



ABSTRACT

In the pursuit of investigations aimed at eradicating corruption, classified as an
extraordinary crime, investigators frequently employ wiretapping as an exceptional
measure fo unveil complex corruption cases. However, the utilization of
wiretapping within the realm of criminal law incites debate regarding its siatus,

legitimacy, and potential human rights violations. This research aims to analyze
the status and disparities in the application of wiretapping conducted by the
Corruption Eradication Commission (KPK), the Prosecutor's Office, and the
National Police (Polri) in combating corruption offenses. Utilizing an empirical
legal methodology and data derived from corruption case investigations within the
Directorate of Special Economic Crimes at the Criminal Investigation Unit of the
National Police, as well as interviews with investigators, members of the National
Commission on Human Rights (Komnas HAM), and representatives from non-
governmental organizations, the findings reveal that the KPK, endowed with
extensive authority and expedited procedures, often demonsirates greater efficacy
in employing wiretapping compared to the Polri and the Prosecuior’s Office, which
face bureaucratic impediments. The disparities in the application of wiretapping
underscore the necessity for enhanced inter-agency coordination, modernization of
technology, and procedural improvements to bridge these gaps and augment
effectiveness in combating corruption. Furthermore, the implementation of
wiretapping in the context of corruption eradication poses risks of human rights
violations, including infringements on privacy, abuse of power, discrimination,

selective surveillance, misreporting and misuse of information, and legal
uncertainties. The implications of this research highlight the critical need for
regulatory harmonization, inter-agency collaboration, and the effective use of
technology in the fight against corruption through wiretapping, as well as the
imperative for stringent oversight, clear procedures, and adherence to existing laws
to ensure the preservation of privacy rights and other fundamental rights, thereby

mitigating potential human rights violations. In instances of abuse of authority in
the application of wiretapping by law enforcement agencies, such misconduct
constitutes a breach of ethical codes that can be reported in accordance with the

mechanisms established within each agency, and can also be subject to pre-trial
legal challenges in the relevant district court.

Keywords: Disparity, Wiretapping, Human Rights, Corruption Crime.
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